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RLPPD Kota Banda Aceh 

 

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH (RLPPD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 

 
1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja menggunakan indikator kinerja makro tahun 
2022 – 2023 sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja 
Makro 

Capaian 
Kinerja 
Tahun N 
(2022) 

Capaian 
Kinerja  
Tahun N 
(2023) 

Perubahan  
 

1 
Indeks Pembangunan 
Manusia 

87.92 88.32 0,4 

2 Angka Kemiskinan  7.13 % 7.04 % -0,09 % 
3 Angka Pengangguran 8.62 % 8.03% -0,59 % 
4 Pertumbuhan Ekonomi 5,23 % 5,06 % -0,17 % 

5 Pendapatan Perkapita 
83,31 juta 

rupiah 
90,76 juta 

rupiah 
7.45 juta 
rupiah 

6 
Ketimpangan 
Pendapatan (Gini 
Ratio) 

0.391 % 0.330 % -0.061 % 

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024, BPS Kota Banda Aceh 
 
 
2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 

 
a. Pendidikan 

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan pagu sebesar                         
Rp.46.544.464.115,- terealisasi sebesar Rp.46.004.876.159,-  atau 
99%. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Jenis pelayanan dasar: 
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan 
Kesetaraan dengan capaian penyelenggaraan indikator kinerja 
sebagai berikut: 
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No. 

 
JENIS PELAYANAN DASAR 

 
Capaian 

1 Pendidikan Dasar Usia Dini 98% 

2 Pendidikan Dasar 98.84% 

3 Pendidikan Kesetaraan 100% 

Sumber : Disdikbud Kota Banda Aceh, SPM 2023 
 
 

b. Kesehatan 
Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Banda Aceh dan BLUD RSU Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp. 2,814,104,365,- dengan realisasi sebesar 
Rp. 2,456,880,141,- atau 87,31%. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Jenis pelayanan dasar: 
Pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, 
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, 
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan 
kesehatah pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia 
lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan 
kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan orang 
dengan ganguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga 
tuberkulosis dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko 
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia 
(Human Immunodeficiency Virus) dengan capaian penyelenggaraan 
indikator kinerja sebagai berikut: 

 
 

No. 
 

JENIS PELAYANAN DASAR 
 

Capaian 

1 
Pelayananan Kesehatan Ibu Hamil  95% 

2 
Pelayananan Kesehatan Ibu Bersalin  

95.4% 

3 
Pelayananan Kesehatan Bayi Baru Lahir  

98% 
4 Pelayananan Kesehatan Balita 71% 

5 
Pelayananan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar  

100% 

6 
Pelayananan Kesehatan Pada Usia Produktif  

67% 
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7 
Pelayananan Kesehatan Pada Usia Lanjut  

92% 

8 
Pelayananan Kesehatan Penderita Hipertensi  

68% 

9 
Pelayananan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  

100% 

10 
Pelayananan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa 
Berat 

 
100% 

11 
Pelayananan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  

100% 

12 
Pelayananan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi 
Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia 
(Human Immunodeficiency Virus) 

 
 
100% 

Sumber : Dinkes Kota Banda Aceh, SPM 2023 
 
 

c. Pekerjaan Umum 
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan pagu APBK sebesar 
Rp. 1.482.172.876,- dan pagu APBN sebesar                  Rp. 
13.476.346.000,- dengan total sebesar Rp. 14.958.518.876,- terealisasi 
sebesar Rp. 13.920.554.556,- atau 93,06%. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Jenis pelayanan dasar: 
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan 
capaian penyelenggaraan indikator kinerja sebagai berikut:  

 
No. JENIS PELAYANAN DASAR Capaian 

1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 97,12% 

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan  
Air Limbah Domestik 94,53% 

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023 

 
 

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Kota Banda Aceh dengan realisasi anggaran 0%. 

Hal ini dikarenakan tidak tersedianya/tidak adanya wilayah 
yang terjadi Bencana Alam di Tahun 2023, maka pelaksanaan 
kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 
korban bencana dan kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang 
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layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program 
Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan. 

 
e. Ketentraman dan Ketertiban 

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dengan 
pagu yang bersumber dari APBK Tahun 2024 sebesar  
Rp.3.518.602.295,- dan terealisasi sebesar                            
Rp.3.467.324.370,- atau 98.54%. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Jenis pelayanan dasar: 
Pelayanan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah Kabupaten/Kota), Pelayanan patrol siaga Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman masyarakat, Pelayanan informasi rawan 
bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana dengan capaian penyelenggaraan 
indikator kinerja sebagai berikut: 

No. JENIS PELAYANANAN DASAR Capaian 

1 Pelayananan terhadap Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 100% 

2 Pelayananan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat 100% 

 Pelayananan terhadap Penyelenggaran Perlindungan 
Masyarakat Di Kabupaten/Kota 100% 

3 Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan 100% 
4 Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan 100% 

5 Pelayananan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 85% 

6 Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 85% 

7 Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 92,65% 

Sumber: Satpol PP dan WH, Damkar dan BPBD Kota Banda Aceh, SPM 2023 

 

f. Sosial 
Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda 

Aceh dengan APBK sebesar Rp.865.219.501,- dan terealisasi 
sebesar Rp.534.317.500,- atau 61,76%.  
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Anggaran tersebut dialokasikan untuk Jenis pelayanan dasar: 
Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Program 
Perlindungan dan Jaminan Sosial dan program Penanganan 
Bencana dengan capaian penyelenggaraan indikator kinerja sebagai 
berikut: 

No. Jenis Pelayananan Dasar Capaian 

1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota 

54,49% 

2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti 
skala Kab/Kota 

54,49% 

3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar  di 
luar panti skala Kab/Kota 

54,49% 

4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti 
Sosial 

54,49% 

5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

 
88,52% 

 Sumber: Dinsos Kota Banda Aceh, SPM 2023 

 

3.  HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH 

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 
Sebelumnya 

Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-
6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Tahun 2022 bahwa skor dan status kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Banda Aceh yaitu 
2,3106 (rendah). Capaian tersebut dikarenakan masih terdapat 
berbagai kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal. Salah satunya 
masih banyak ditemukan dokumen/bukti dukung Indikator Kinerja 
Kunci (IKK) LPPD di beberapa urusan pemerintahan yang nihil. Hal 
ini bisa disebabkan karena indikator kinerja kunci tersebut tidak 
terlaksana ataupun pelaksanaan kegiatannya tidak teradministrasi 
dengan baik. 

 
 
 
 



    6 
 
 
 

 

RLPPD Kota Banda Aceh 

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kota 

Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Banda Aceh 

kembali mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).   

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerima Opini dari BPK-

RI sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu dari 2008 sampai dengan 

2022. 

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh 
Uraian Opini Laporan Keuangan 

Daerah 

Opini BPK atas LKD Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini BPK atas LKD Tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini BPK atas LKD Tahun 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini BPK atas LKD Tahun 2022 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Opini BPK atas LKD Tahun 2023 Masih dalam audit  

Sumber : BPK Kota Banda Aceh 
 

4. REALISASI  PENERIMAAN  DAN PENGELUARAN ANGGARAN 
DAERAH 

Dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah 
Kota Banda Aceh, telah ditargetkan Pendapatan Daerah untuk Tahun 
2023 adalah sebesar Rp.1.270.508.026.829,- dengan realisasi pencapaian 
sebesar Rp.1.270.757.270.578,25 atau 100,02%. 

Total Belanja Daerah adalah Rp 1.305.573.490.597,- dengan 
realisasi sebesar Rp. 1.281.360.852.451,97 atau 98,15% . 
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5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN, REALISASI 
PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI 
PEMBIAYAAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 Pendapatan Daerah terdiri dari 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) 
Pendapatan Transfer, 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
Belanja Daerah terdiri dari 1) Belanja Operasi, 2) Belanja Modal, 3) 
Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer.   

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banda 
Aceh terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 
Rp.974.775.129.648,-  atau 76,72% dari total Pendapatan Daerah. 
Disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar                   
Rp.279.852.908.086,- atau 22,03% dari total Pendapatan Daerah dan 
yang  terkecil  adalah  Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 
sebesar Rp.15.879.989.095,- atau 1,25% dari total Pendapatan Daerah. 

Alokasi Belanja Operasi adalah Rp.1.061.390.096.988,- dengan 
realisasi Rp.1.052.102.245.822.53,-, atau 99,12%. Belanja Modal 
dialokasikan sebesar Rp. 107.110.710.595,-  terealisasi                        
Rp.99.181.075.938,44 atau 92,60%. Dan Belanja Tidak Terduga 
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar         
Rp.51.717.019,- atau 5,17%%. Sedangkan alokasi Belanja Transfer 
Rp.136.072.683.014,- terealisasi sebesar Rp.130.025813.672 atau 
95,56%. 

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023 
adalah sebesar Rp.37.865.463.768,- yang terdiri dari Penerimaan dari 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terealisasi 
sebesar Rp.28.361.651.801,27,-atau 74,90%. 

Untuk pengeluaran pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan 
Pokok Hutang yang jatuh tempo dari anggaran Rp.2.800.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp.2.800.000.000,- . Realisasi Pendapatan dan 
Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana tercantum pada tabel berikut Ini : 
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Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh 
Tahun 2023 

 
sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2023) 

 

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 

 
sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2023) 

Anggaran Realisasi
PENDAPATAN DAERAH 1,270,508,026,829.00 1.270.757.270.578,25 100.02

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 279,852,908,086.00 287,441,269,069.25 102.71

Pajak Daerah 111,905,791,887.00 104,643,250,135.95 93.51

Retribusi Daerah 43,544,169,903.00 25,146,758,695.17 57.75

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan

9,000,000,000.00 3,773,273,748.75 41.93

Lain-lain PAD yang Sah 115,402,946,296.00 153,877,986,489.38 133.34

PENDAPATAN TRANSFER 974,775,129,648.00 968,238,139,485.00 99.33

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 831,631,854,000.00 825,945,481,762.00 99.32

Pendapatan Transfer Antar Daerah 143,143,275,648.00 142,292,657,723.00 99.41

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15,879,989,095.00 15,077,862,024.00 94.95

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan

15,879,989,095.00 15,077,862,024.00 94.95

Uraian
Jumlah (Rp.)

%

Anggaran Realisasi

BELANJA DAERAH 1,305,573,490,597.00        1,281,360,852,451.97 98.15

BELANJA OPERASI 1,061,390,096,988.00        1,052,102,245,822.53 99.12

Belanja Pegawai 481,628,312,972.00 489,002,141,870.00 101.53

Belanja Barang dan Jasa 486,999,886,006.00 479,667,011,462.14 98.49

Belanja Bunga 2,000,000,000.00 1,588,950,039.97 79.45

Belanja Subsidi 2,386,000,000.00 2,384,650,000.00 99.94

Belanja Hibah 84,684,136,555.00 76,543,046,050.42 90.39

Belanja Bantuan Sosial 3,691,761,455.00 2,916,446,400.00 79.00

BELANJA MODAL 107,110,710,595.00 99,181,075,938.44 92.60

Belanja Modal Tanah 4,699,982,193.00 4,382,502,000.00 93.25

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26,590,655,076.00 21,453,878,961.00 80.68

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29,355,174,488.00 28,687,931,983.77 97.73

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36,227,677,313.00 33,442,498,477.67 92.31

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10,237,221,525.00 11,214,264,516.00 109.54

BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000.00 51,717,019.00 5.17

Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 51,717,019.00 5.17

BELANJA TRANSFER 136,072,683,014.00 130,025,813,672.00 95.56

Belanja Bagi Hasil 2,427,943,829.00 1,591,249,121.00 65.54

Belanja Bantuan Keuangan 133,644,739,185.00 128,434,564,551.00 96.10

Uraian
Jumlah (Rp.)

%
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6. INOVASI DAERAH 

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Banda Aceh focus melakukan 

pengembangan  inovasi yang telah ada yaitu pengembangan inovasi 

Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi) Disdukcapil 

Kota Banda Aceh, Pemanfaatan Aplikasi SINAKER pada Dinas Tenaga 

Kerja Kota Banda Aceh dan Parkir Elektronik Non Tunai. 

 

 

 


